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KEPUTUSAN SEXRETARISPAERAII PROVIIISI LAIUpt Iyc
IYoMoR , cl/b'b lvr.oslH,Kl2v2s

TENTAI{G

PEMBEIYTT'KAIT TIM TEKITIS PELIIKSAITAAI{ PROGRAM I(ERII{GANAIT PA.'AX
XEI{DARAAIT BER"UOTOR DAI{ BEA BALIN I{AHA KEI{DARAAIT BERMOTOR

TAIIT'N 2023

Menimbang

SEXRETARIS DAERAII PROVffSI LAUPUIYG,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian
Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2023, agar
dalam melakukan koordinasi teknis pelaksanaan serta
mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan dapat
beq'alan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk
Tim Teknis Pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi l,ampung tentang Pembentukan Tim
Teknis Pelaksanaan Progtam Keringanan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2023:'

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Keq'a Menjadi Undang-
Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerin tahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PAiak
Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan [,ayanan Daerah;

Mengingat
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7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regiona-l;

9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7
tahun 2O2l tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor;

10. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Ia.mpung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor lO Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Gubemur t ampung Nomor 4O Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

13. Peraturan Gubernur la.mpung Nomor 41 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
la-mpung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2022
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat
Tallun 2022;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi lampung Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Gubernur La.mpung Nomor 6 Tahun 2023
tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;

1. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas
Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan
Provinsi la.mpung dan PT. Jasa Raharja (PERSERO] Cabang
Lampung Nomor : 812166/Vll/20ll, Nomor:
ll9/0623llll.l8l06l2016 dan Nomor: SKEP/O1/2011
tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan
Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;

2. Surat Pembina Samsat Tingkat Nasional Nomor :

B/281X/2O22/Setbin Samsat TK Nas perihal Optimalisasi
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) di Provinsi LamPung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTAITG
PEMBEI{TT'I(AIT TIM TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
KERII{GAI{AIT PA.IAK KEI{DARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA I(EITDARAAIT BERMOTOR TAHUN 2023.

Menetapkan

Memperhatikan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDBLAPAN

Ditetapkan di Telukbetu ng
pada f- _ 2023

S DAERAH,

FAHRIZAL DARIUINTO, MA
Pemblna Utama

!rrP. 19641021 199003 1008

Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Program Keringanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas melakukan koordinasi teknis pelalsanaan
serta mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tah un 2023.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk
Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung, yang bertugas dalam hal pengurusan
administrasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Dilrtum Kesatu melaporkan
hasil pelaksanaanya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Ketiga
diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan
April 2023 sampai dengan bulan September 2023, dengan
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional.

Biaya yang dikeluarkan al<ibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi
l,ampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan
Kode Rekening 5.04.02.01.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadalan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Tembusan:
1. Gubemur l,a.Epung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Direktur Jendera.l Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah l,arrrpung di Bandar Lampung;
4. Kepala PT. Jasa Raharja @erscro) Cabang l,ampung di Bandar Lampung;
5. lnspektur Provinsi Lampung di Bandar tampung;
6. Kepala Badan Pengelol,aan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi LarDpung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda t'rovinsi l,amPung di Telukbetung;
8, Masingmasing Antgota Tim yang bcrsangkutan.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERA}I
NOMOR : cl;ff5/vt.o3/HK/)O23
TANCTGAL: /.1- - C-- 20'23

SUSUT{AI{ PERSOITALIA TIM TEKITIS PELAIGAI{AAIT PROGRA}I I(ERINGANAN
PA"'AX IIEI{DARAAN BER.}IOTOR DAI{ BEA BALIK I{AM.A I(ENDARAAN

BERTOTOR TAITUil 2023

I. Penanggung Jawab Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi [a.mpung.

Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi l.ampung.

1. Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda la.mpung.

2. Kepala Seksi BPKB Ditlantas Polda Lampung.

3. Donna Febiola Indriani, SH.,MM (Jabatan
Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

4. Anita Sari Imron, SE.,MM (Jabatan Fungsional
Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan
Pendapatan Daerah Provinsi l,ampung).

5. Efrinaldi, S.Pi.,M.Si (Analis Pendapatan Daerah pada
Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah
Prorrinsi Lampung).

6. Hanali, SE.,M.Si (Analis Pajak pada Sub Bidang
Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung).

II. Ketua

III. Anggota

DARMINTO MA
Pembina Utama

NrP. 19641021 199003 1008



-5-

I.Iq,MPIRAN II : I(EPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NoMoR : c1/P/ 1w.ot/]HK/2023
TANGGAL: /.t- - J- _ 2023

SUST'IfAtr PERSOTALI,A SEI(REIARIAT TIU TEXIUS PELAIISAJTAAIT PROGRAil
XERII{GAITAIT PA.IAI( XEI{DARAAIT BERUCTTT'R DAIT BEA BALTK IIAIUA

XEIYDARAAII BERilOr()R TAIIT'I{ 2q}3

I. Ketua Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum
PT. Jasa Raharja Cabang Lampung.

1. Fitria Handayani, SE, MM (Analis Pendapatan Daerah
pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah
Provinsi l,ampung).

2. Nursahriyati, S.Kom.,M.Si (Analis Pajak pada Sub
Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Prorrinsi
I^ampung).

3. Poulus Hartono, S.Pi (Analis Data dan Informasi pada
Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi I-ampung).

4. Achmad Shandy, S.Tr.IP (Pengelola Data pada Sub
Bagtan Umum dan Kepegawaian).

5. Pangeran Syandika AA, S.Tr.Ip (Analis Kelembagaan
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

6. Muhammad Nurdian Sandri, A.Md (Pengelola Data dan
Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak I Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

DAERAH,

I MA
Pernblna Utaoa

I{IP. 19641021 199003 1008

II. Anggota


